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ABSTRAK

Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) semakin meningkat, disamping karena faktor perubahan tutupan lahan, faktor
pengelolaan DAS juga menjadi pemicu. Peraturan Pemerintah (PP) No.37 Tahun 2012 dan Perda (Qanun) No. 7 tahun 2018
merupakan landasan pengelolaan DAS di Aceh. DAS Krueng Aceh merupakan DAS prioritas yang kondisinya kritis, pengelolaan
DAS Krueng Aceh memerlukan penanganan terpadu oleh stakeholders terkait. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis PP,
Qanun, stakeholders pengelola DAS Krueng Aceh dan implementasi kebijakan berdasarkan perubahan kondisi biofisik DAS.
Analisis yang digunakan kajian ini adalah analisis perubahan kondisi biofisik DAS, analisis stakeholders, serta analisis
implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil analisis kondisi biofisik DAS, tutupan lahan DAS Krueng Aceh dalam 10 tahun
terakhir menunjukkan perubahan yang sangat signifikan pada tahun 2020, perubahan ini berdampak pada kondisi hidrologi
DAS dimana terjadi perubahan debit sungai maksimum pada tahun 2020 sebesar 15.78 m?/detik dibandingkan tahun 2019
sebesar 10.09 m3/detik. Dari pendalaman isi PP dan Qanun diketahui hal pokok kegiatan pengelolaan DAS yakni ; peningkatan
daya dukung DAS, pengelolaan sumber daya air, dan penataan ruang. Terdapat 20 stakeholders yang terlibat pengelolaan DAS
Krueng Aceh, stakeholders pemerintah memiliki kepentingan yang tinggi dan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Bila
dilihat dari kondisi biofisik DAS tahun 2020 dan dikaitkan dengan peraturan perundangan, analisis stakeholders, serta analisis
implementasi kebijakan dapat dikatakan bahwa kegiatan pengelolaan DAS secara terpadu belum berjalan sesuai isi kebijakan.
Untuk mewujudkan hal tersebut perintah PP dan Qanun harus dilaksanakan secara tegas, Tim Koordinasi Pengelolaan DAS
Terpadu (TKPDAS-T) yang sudah dibentuk harus sesegera mungkin difungsikan untuk mewujudkan implementasi kebijakan
pengelolaan DAS terpadu.

Kata Kunci : DAS Krueng Aceh, Biofisik DAS, Stakeholders, Implementasi, Qanun

ABSTRACT

Watershed damage is increasing, in addition to changes in land cover, watershed management factors are also a trigger.
Government Regulation (PP) No.37 of 2012 and Perda (Qanun) No. 7 of 2018 is the cornerstone of watershed management in
Aceh. Krueng Aceh watershed is a priority watershed whose condition is critical, the management of Krueng Aceh watershed
requires integrated handling by relevant stakeholders. This study aims to analyze PP, Qanun, stakeholders of Krueng Aceh
watershed management and policy implementation based on changes in watershed biophysical conditions. The analysis used by
this study is an analysis of changes in the biophysical condition of the watershed, stakeholder analysis, and policy
implementation analysis. Based on the results of the analysis of the biophysical condition of the watershed, the cover of the
Krueng Aceh watershed in the last 10 years showed a very significant change in 2020, this change has an impact on the condition
of watershed hydrology where there is a maximum river discharge change in 2020 of 15.78 m*® / second compared to 2019 of
10.09 m® / second. From the deepening of the contents of PP and Qanun, it is known that the main things of watershed
management activities are; increased watershed carrying capacity, water resource management, and spatial arrangement. There
are 20 stakeholders involved in the management of the Krueng Aceh watershed, government stakeholders have high interests
and resources to carry out activities. When viewed from the biophysical condition of the watershed in 2020 and associated with
legislation, stakeholder analysis, and policy implementation analysis, it can be said that integrated watershed management
activities have not been run with the contents of the policy. To realize this, the PP and Qanun orders must be implemented
strictly, the Integrated Watershed Management Coordination Team (TKPDAS-T) that has been established must be as soon as
possible to realize the implementation of integrated watershed management policies.
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1. Pendahuluan

Intensitas alih fungsi lahan dari tutupan vegetasi
menjadi tutupan non vegetasi pada Daerah Aliran
Sungai (DAS) cenderung meningkat, perubahan alih
fungsi lahan berpengaruh negatif terhadap kondisi
hidrologis DAS yaitu meningkatkan debit puncak,
fluktuasi debit antar musim, koefisien aliran
permukaan, serta meningkatkan sedimentasi, banjir,
dan kekeringan, (Kartiwa et al, 2010). Pertambahan
jumlah penduduk yang disertai dengan meningkatnya
kegiatan pembangunan telah berakibat terjadinya
pergeseran pola penggunaan lahan di Indonesia. Sering
dijumpai pola penggunaan lahan yang tidak sesuai
dengan kemampuan lahan tersebut, sehingga timbul
berbagai masalah, seperti terjadinya jutaan lahan
kritis, hilangnya lahan subur, dan terjadinya
pencemaran tanah. (Permatasari, 2017). Pada tahun
1994, kerusakan DAS super prioritas di Indonesia yang
dinyatakan kritis berjumlah 39 DAS, pada tahun 2000
kerusakan DAS super prioritas bertambah yaitu
mencapai 58 DAS. (Nugroho, 2003). Salah satu DAS
super prioritas yang dinyatakan kritis tersebut adalah
DAS Krueng Aceh. Hasil observasi lapangan atas
kejadian banjir yang terjadi secara beruntun di
propinsi Aceh, menunjukkan bahwa telah terjadi
degradasi lahan yang parah di daerah hulu DAS yang
sebagian disebabkan oleh lemahnya kebijakan
Pemerintah dalam melakukan upaya konservasi hutan.
(Husnan, 2008). Sebaran lahan kritis DAS Krueng Aceh
menunjukkan bahwa lahan kritis dan sangat kritis
cukup luas yaitu 70 380.42 ha (35.67%) dan 14 800.05
ha (7.50%), (Nasution, 2018).

Kerusakan DAS disamping karena faktor
perubahan penutupan lahan juga disebabkan oleh
masalah institusi, hukum dan kelembagaan yang
mengatur DAS, (Nugroho, 2003). Persoalan kerusakan
DAS dan konservasi tanah lebih pada persoalan
institusi yang mencakup persoalan hak atas lahan dan
tidak bekerjanya hubungan antar lembaga yang
mempunyai keterikatan program dan kegiatan dalam
menjaga kualitas DAS. (Katodiharjo, 2004).
Pengelolaan DAS akan berjalan dengan baik apabila
ada koordinasi dan keselarasan antara pemerintah
pusat dan daerah maupun antar lembaga terkait dalam
suatu daerah. Hubungan antar instansi hendaknya
senantiasa dilandasi dengan koordinasi agar tidak
terjadi tumpang tindih maupun conflict of interest
dalam pengelolaan DAS (Suwarno, 2011).

Dalam Rencana Umum Pengelolaan DAS Krueng
Aceh yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dan
BPDAS Krueng Aceh tahun 2011 disebutkan bahwa
penyebab menurunnya fungsi DAS Krueng Aceh
terletak pada lemahnya pengelolaan sumber daya DAS
Krueng Aceh, terutama lemahnya kelembagaan dan
lemahnya peraturan pemerintah terhadap
penggunaan dan kepemilikan lahan.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
(PP) No 37 Tahun 2012 tentang pengelolaan DAS dan
Perda Aceh (Qanun) No. 7 Tahun 2018 tentang
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pengelolaan DAS terpadu. Terdapat satu hal yang
sangat penting dalam Qanun No. 7 Tahun 2018, yaitu
dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab
pengelolaan DAS, Gubernur membentuk Tim
Koordinasi Pengelolaan DAS Terpadu (TKPDAS-T)
yang terdiri dari satuan kerja perangkat Aceh (SKPA),
unit kerja instansi vertikal (Kementerian), akademisi /
pakar / ahli, kelompok masyarakat dan forum DAS.

Melihat kondisi DAS Krueng Aceh yang semakin
menurun ditengah banyaknya kegiatan instansi
Pemerintah terkait dan telah tersedianya landasan
kegiatan berupa PP, Qanun serta keberadaan Tim
Koordinasi yakni TKPDAS-T , maka perlu dilakukan
kajian tentang pengelolaan DAS oleh stakeholders
terkait berdasarkan kondisi biofisik DAS dengan
tujuan; (1). Menganalisis kondisi biofisik DAS Krueng
Aceh, (2) Menganalisis stakeholders yang terlibat
dalam pengelolaan DAS Krueng Aceh, dan (3).
Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan
DAS.

2. Metode Penelitian
2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Daerah Aliran
Sungai (DAS) Krueng Aceh, yang terletak dalam 2 (dua)
wilayah administratif yaitu Kabupaten Aceh Besar dan
Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Penelitian
dilaksanakan selama 6 (Enam) bulan dimulai pada
bulan November 2020 hingga bulan Mei 2021. Peta
lokasi penelitian seperti tertera pada Gambar 1.

2.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah
perangkat lunak pemetaan yaitu Arc GIS 10.3. Bahan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta
tutupan lahan DAS Krueng Aceh Tahun 2010, 2015 dan
2020 yang diperoleh dari Bappeda Aceh , data
sekunder berupa regulasi terkait pengelolaan DAS
seperti UU, PP, Permen, Qanun, laporan kinerja dari
instansi Pemerintah, data debit air sungai dari BWS
Sumatera 1, dan data kejadian banjir dari Badan
Penanggulangan Bencana Aceh.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
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2.3. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan
metode deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini
merupakan data primer yang diperoleh dari
pengamatan (observasi), indepht interview dan data
sekunder dari studi literatur. Untuk melakukan
analisis stakeholders dan analisis implementasi
kebijakan perlu diketahui terlebih dahulu kondisi
biofisik DAS. Kondisi biofisik DAS dapat diketahui
diantaranya dengan analisis perubahan tutupan lahan
dan analisis debit. Mengacu kepada hal tersebut dalam
kajian ini dilakukan analisis perubahan tutupan lahan
melalui peta tutupan lahan DAS Krueng Aceh mewakili
periode 10 tahun terakhir yaitu tahun 2010, 2015 dan
2020, dengan melakukan overlay tiap peta untuk
menghasilkan  matriks transformasi perubahan
penutupan lahan (Jensen, 2007). Informasi tutupan
lahan yang up-to-date dibutuhkan untuk para
pengambil Kkebijakan atau pemangku kepentingan
untuk  pengelolaan  sumber daya lahan yang
berkelanjutan. (Rotinsulu, 2018)

Analisis stakeholders dilakukan untuk mengetahui
stakeholders yang terlibat melalui identifikasi
stakeholders, Klasifikasi stakeholders dan hubungan
antar stakeholders. (Reed et al, 2009). . Analisis
stakeholders menjadi suatu hal penting sebagai
metodologi untuk memperoleh pemahaman atas
sebuah sistem dan untuk menilai dampak perubahan
pada sistem tersebut, juga sebagai suatu cara untuk
mengidentifikasi dan menilai kepentingan pemangku
kepentingan kunci tersebut (Kivits, 2011). Analisis
stakeholder ~merupakan bagian penting dari
manajemen stakeholder pada suatu organisasi. Oleh
karena itu, stakeholder harus dilibatkan sejak awal
dalam analisis stakeholder dan pengambilan
keputusan. (Aaltonen, 2011).

Penentuan para pemangku kepentingan sebagai

responden dilakukan secara sengaja (purposive
sampling) dengan penentuan informan Kkunci
menggunakan teknik snow-ball sampling yaitu

penentuan responden didasarkan atas pemangku
kepentingan utama dan terus bergulir pada pemangku
kepentingan lainnya (Roslinda, et al, 2012). Identifikasi
stakeholders dilakukan melalui berbagai pendekatan,
seperti review dokumenter, wawancara ahli, dan focus
group discussion (FGD). Identifikasi dapat juga
dilakukan dengan pendekatan gabungan dan
menggunakan tinjauan pustaka melalui kata kunci
analisis situs web resmi organisasi (Duggan et al,
2013). Dalam kajian ini penulis menggunakan review
dokumenter, wawancara ahli dan tinjauan pustaka
melalui kata kunci. Wawancara dan diskusi mendalam
menggunakan  daftar  pertanyaan.  Klasifikasi
stakeholders menggunakan penafsiran matriks
pengaruh dan kepentingan. Penyusunan matriks
dilakukan atas dasar deskripsi pertanyaan informan
yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (skor) dan
selanjutnya  dikelompokkan  menurut Kriteria

200

pengaruh dan kepentingan (Widodo et al, 2018).
Kwantitatif nilai skor diperoleh berdasarkan jawaban
dari pertanyaan yang diajukan terkait kepentingan dan
pengaruh pemangku kepentingan. Pertanyaan untuk
pengaruh dan kepentingan dalam matriks tersebut
disimbolkan dengan ; Pengaruh (P), dengan
pertanyaan 1 sd 5 (P1, P2, P3, P4, P5) dan Kepentingan
(K), dengan pertanyaan 1 sd 5 (K1, K2, K3, K4, K5).
Penetapan nilai skor pertanyaan mengacu pada
pengukuran data berjenjang lima (Abbas, 2005) yang
dikembangkan oleh Siregar (2011); Roslinda et al.
(2012). Skor yang diperoleh dari 5 (lima) pertanyaan
dijumlahkan lalu dikelompokkan sesuai jenis
indikatornya dan disandingkan sehingga membentuk
koordinat. Berdasarkan koordinat tersebut diperoleh
posisi stakeholders dalam klasifikasi atas pengaruh dan
kepentingannya yang terbagi ke dalam 4 golongan
yaitu Key Player, Subject, Context Setter dan Crowd.
(Reed et al, 2009).

Analisis implementasi kebijakan secara garis besar
dibagi menjadi empat yaitu ; Model analisis kegagalan,
Model rasional (Top-Down), Model bottom-up dan
Model teori-teori hasil sintesis / Hybrid Theories,
(Parson, 1995). Implementasi kebijakan pada
prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuannnya dalam mengimplementasikan
kebijakan publik, dengan langsung
mengimplementasikan dalam bentuk program atau
turunan dari kebijakan publik tersebut. (Dwijowijoto,
2004). Hakikat utama implementasi adalah
pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah
kebijakan diputuskan (Ali, 2017). Kajian ini
menggunakan Model implementasi top down yakni
Model Direct and Indirect Impact On Implementation
yang dikembangkan oleh George C. Edward III (1980).
Menurut Edward ada empat variabel yang sangat
menentukan keberhasilan implementasi suatu
kebijakan, yaitu ; Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi
dan Struktur Birokrasi. Keempat variabel ini menjadi
bagian dari materi wawancara mendalam terhadap
stakeholders untuk mengetahui implementasi pada
kebijakan pengelolaan DAS Krueng Aceh.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perubahan Tutupan Lahan

Berdasarkan hasil analisis perubahan tutupan
lahan DAS Krueng Aceh pada peta tutupan yang
diamati yaitu tahun 2010, 2015 dan 2020. (Gambar. 2)
diperoleh hasil perhitungan luas dan kelas tutupan
lahan tiap seri tahun berdasarkan pada tabel atribut
seperti pada Tabel. 1. Bila dilihat dari peta tersebut
terdapat perubahan kondisi tutupan lahan yang sangat
signifikan terutama antara tahun 2015 dan 2020,
perubahan terjadi mulai dari hulu hingga hilir DAS.
Perubahan tersebut disebabkan oleh faktor alam dan
faktor perbuatan manusia. Hutan lahan kering primer
mengalami perubahan luas pada tahun 2015 yaitu
penambahan sebesar 0.56 ha dan terus bertambah
hingga tahun 2020 seluas 4340,39 ha. Sementara itu
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hutan lahan kering sekunder sempat mengalami
penambahan luas pada tahun 2015 sebesar 588.82 ha
namun pada tahun 2020 mengalami pengurangan luas
sebesar 4019.5 ha, beberapa faktor yang diduga
mempengaruhi berkurangnya luas hutan lahan kering
sekunder diantaranya akibat pembukaan jalan tembus
antar Kabupaten, pembangunan jalan tol dan dampak
dari kebakaran hutan dan lahan.

Dari  catatan  kejadian  bencana  Badan
Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dalam 3 tahun
terakhir terjadi kebakaran hutan dan lahan yang
sangat tinggi di Kabupaten Aceh Besar, tahun 2018
terdapat 21 kejadian, tahun 2019 terdapat 65 kejadian
dan tahun 2020 sebanyak 25 kejadian dimana hampir
seluruhnya terjadi pada bagian hulu DAS Krueng Aceh.
Hutan tanaman industri pada tahun 2015 mengalami
penambahan seluas 67.80 ha namun pada tahun 2020
berkurang seluas 301.39 ha. Pada wilayah tengah DAS
terjadi perubahan luas pada lahan - lahan yang
sebelumnya merupakan lahan produktif, seperti
pertanian lahan kering tahun 2015 mengalami
pengurangan luas 10.73 ha dan tahun 2020 seluas
13826.35 ha, sawah pada tahun 2020 mengalami
pengurangan seluas 869.03 ha dan tambak pada tahun
2020 mengalami pengurangan seluas 327.65 ha,
savana mengalami pengurangan setiap tahun mulai
tahun 2015 sebesar 18.31 ha dan tahun 2020 seluas
8882.16 ha. Kemudian penambahan luas justru terjadi
pada lahan tidak produktif seperti tanah terbuka,
tahun 2015 bertambah seluas 77.10 ha dan tahun 2020
semakin luas sebesar 8340.12 ha, pertanian lahan
kering bercampur semak pada tahun 2010 seluas
524435 ha namun pada tahun 2020 terjadi
penambahan luas sebesar 2373.65 ha. Semak belukar
sempat mengalami penurunan luas tahun 2015
sebesar 719.21 ha namun pada tahun 2020 kembali
bertambah seluas 3942.93 ha. Tubuh air pada tahun
2015 berkurang seluas 54.52 ha dan tahun 2020
bertambah seluas 280.07 ha. Perubahan tutupan lahan
selanjutnya adalah pada wilayah hilir DAS, terjadi
perubahan yang sangat siginifikan pada pemukiman,
tahun 2015 luas hanya bertambah 19.44 ha dari 5
tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 bertambah

semakin besar seluas 8424.27 ha. Penambahan ini
terjadi akibat maraknya pembangunan perumahan
dengan dukungan subsidi pemerintah sehingga harga
menjadi terjangkau. Kondisi ini menjadikan kebutuhan
lahan untuk pembangunan perumahan meningkat.
Kelas tutupan lahan baru tahun 2020 yakni jalan tol
seluas 496.14 ha. Wilayah pembangunan jalan tol ini
hampir meliputi seluruh kelas tutupan lahan,
pengurangan luas tutupan lahan di atas sebagian
diantaranya adalah untuk proyek strategis nasional ini.

Disamping perubahan tutupan lahan, kondisi
biofisik DAS juga dilihat dari perubahan karakteristik
hidrologi yakni debit air sungai. Kondisi debit air DAS
Krueng Aceh pada kajian ini dilihat berdasarkan data
tahunan yang diperoleh dari Balai Wilayah Sungai
(BWS) Sumatera 1 di salah satu Sub DAS Krueng Aceh
yaitu Sub DAS Seulimum pada lokasi pantau di desa
Lampisang, dengan tahun pengamatan mulai tahun
2012 hingga tahun 2020. Berdasarkan data tersebut
terjadi perubahan debit rata-rata yang sangat
signifikan pada tahun 2020 yakni sebesar 15.78
m3/detik dibandingkan tahun 2019 sebesar 10.09
m?/detik, dan tahun 2018 sebesar 10.75 m?/detik ,
selengkapnya seperti pada Tabel. 2. Dalam analisis
perubahan tutupan lahan ini frekwensi kejadian banjir
juga dikaji dimana kejadian banjir sangat dipengaruhi
oleh kondisi wilayah hulu dan tengah DAS , dari data
perubahan tutupan lahan diatas diketahui bahwa
kondisi hulu DAS semakin menurun dan alih fungsi
lahan pada wilayah tengah terjadi secara berlebihan
sehingga mengakibatkan tingginya potensi untuk
terjadi banjir. Perubahan pola penggunaan lahan
berdampak pada penurunan ketersediaan air wilayah
akibat meningkatnya fluktuasi musiman dengan gejala
banjir dan kekeringan yang ekstrim, dan ukuran DAS
serta kapasitas sistem storage DAS, baik di permukaan
(tanaman, sawah, rawa, danau/waduk, dan sungai)
maupun bawah permukaan (lapisan tanah dan air
bumi), akan merupakan faktor dominan yang
menentukan kerentanan dan daya dukung sistem
sumber daya air wilayah terhadap perubahan iklim.
Pawitan (1999).

Tahun 2010

Tahun 2015

Tahun 2020

Gambar 2. Peta Tutupan Lahan DAS Krueng Aceh
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Tabel 1. Luasan & Persentasi Kelas Tutupan Lahan Tahun 2010, 2015 dan 2020

Luas Tahun 2010 Luas Tahun 2015 Luas Tahun 2020
Kelas Tutupan Lahan
Ha % Ha % Ha %
Hutan Lahan Kering Primer 5438.60 3.12 5439.16 3.12 9779.55 5.60
Hutan Lahan Kering Sekunder 54078.29 30.98 54667.11 31.31 50647.61 29.01
Hutan Tanaman Industri (HTI) 494.00 0.28 561.8 0.32 260.42 0.15
Pertanian Lahan Kering 21290.22 12.19 21279.52 12.19 7453.18 4.27
szrrrfzﬁian Lahan Kering Bercampur 524435  3.00 5244.36 3.00 7617.98 436
Savana 40047.99 22.94 40029.1 229 31147.52 17.8
Sawah 13695.71 7.84 13695.82 7.84 12826.8 7.35
Semak/Belukar 27447.88 15.72 26728.64 15.31 30671.61 17.57
Tambak 1197.30 0.69 1247.28 0.71 919.68 0.53
Tanah Terbuka 430.40 0.25 507.5 0.29 8847.64 5.07
Tubuh Air 1329.53 0.76 1275 0.73 1555.07 0.89
Permukiman 3718.57 2.13 3738 2.14 12162.28 6.97
Jalan Tol 496.13 0.28
Bandara / Pelabuhan 173.06 0.10 173.05 0.10 200.87 0.12
Grand Total 174585.89 100.00 174586.34 100.00 174586.34 100.00

Sumber : Hasil Pengolahan dan Analisa Data (2021)

Tabel 2. Data Hidrologi DAS Krueng Aceh Periode Tahun 2012 - 2020

. Lo Koeﬁ.sien Curah
Pengamatan Rate-Rata  Aliran  Alfran  QMaks  QMin  JUET Huan
(KRA) Rata Rata

(m3/dtk) (mm) (juta m?) (m3/dtk) (m3/dtk) (mm)

2012 8.86 0.46 117.48 61.55 3.79 16.24 -
2013 15.28 0.79 395.19 149.89 3.79 39.55 135.3
2014 19.51 1 613.79 124.31 4.48 27.75 188.7
2015 17.46 0.9 552.79 96.38 6.98 13.81 115.3
2016 15.53 0.8 461.92 196.85 9.01 21.85 209.1
2017 13.16 0.68 416.06 216.92 6.98 31.08 199.9
2018 10.75 0.55 339.27 43.96 6.98 6.30 254.8
2019 10.09 0.52 318.43 32.03 6.98 4.59 135.3
2020 15.78 0.81 499.68 138.95 6.98 19.91 110.6

Sumber : BWS Sumatera 1, BMKG Stasiun Aceh Besar, BPS Prov Aceh

Berdasarkan data kejadian banjir 5 tahun terakhir
yang diperoleh dari BPBA, pada wilayah Kabupaten
Aceh Besar setiap tahun mengalami banjir, dan pada
tahun 2020 wilayah Kota Banda Aceh mengalami
banjir genangan yang cukup luas, BWS Sumatera 1
mencatat bahwa kejadian banjir ini terjadi pada 3
sungai yang merupakan sub DAS Krueng Aceh yaitu ;
Krueng Doy, Krueng Neng, dan Krueng Daroy.

3.2. Stakeholders pengelola DAS

Hasil analisis Stakeholders yang dilakukan melalui
identifikasi sistematis para pemangku kepentingan,
dan melakukan, penilaian, perbandingan kepentingan
peran, dan kekuasaan melalui tahapan; identifikasi
stakeholders dan klasifikasi stakeholders, di peroleh
hasil sebagai berikut ; Stakeholders pengelola DAS
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Krueng Aceh mulai dari hulu dan hilir adalah multi
stakeholders, dari Pemerintah Pusat terdiri dari ; Balai
Pengelola DAS (BPDAS) Krueng Aceh dan Balai
Wilayah  Sungai (BWS) Sumatera 1 yang
bertanggungjawab terhadap pengelolaan DAS dan
sumber daya air . Sementara di tingkat Provinsi terdiri
atas ; Bappeda , DLHK, KPH |, Dinas Pengairan, Dinas
PUPR, Distanbun, dan Badan Penanggulangan Bencana
yang bertanggung jawab mulai dari perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan sesuai tupoksinya,.
Kemudian Pemerintah Kabupaten / Kota terdiri dari ;
Dinas PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup, juga sesuai
tupoksinya , serta dari luar pemerintah yakni Dunia
Usaha, Perguruan Tinggi, LSM dan beberapa kelompok
dan forum masyarakat. Lebih lanjut rincian takeholders
dan perannya berdasarkan tupoksi, seperti tertera
pada Tabel. 3.
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Tabel 3. Daftar Stakeholders dan Peran Berdasarkan Hasil identifikasi dalam Pengelolaan DAS

No Stakeholder Peran

1  BPDASHL Krueng Aceh Pelaksana kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, dan
evaluator pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung.

2 BWS Sumatera I Pelaksana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan.

3 BAPPEDA Aceh Perumus perencanaan pembangunan, pelaksana koordinasi penyusunan perencanaan
program, dan pelaksana koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya.

4  DLHKAceh Penyelenggara tugas perlindungan dan konservasi sumber daya alam; rehabilitasi hutan,
lahan, pengendalian kerusakan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

5 KPH I Aceh Pembinaan teknis dan perlindungan hutan dan sumberdaya hutan,penegakan hukum
kehutanan, pencegahan dan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan,
pelaksanaan rehabilitasi, reboisasi, dan reklamasi hutan dan lahan, serta pengawasan
perizinan dan kerjasama kehutanan

6  Dinas Pengairan Aceh Penyusun kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air; penyelenggara tugas di bidang
irigasi, rawa, pantai, sungai, danau dan waduk serta operasi dan pemeliharaan sumber
daya air.

7  Dinas PUPR Aceh Pelaksana urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang.

8  Dinas Pertanian dan Perkebunan  Perumus kebijakan, penataan dan pengawasan prasarana dan sarana tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan

9  Badan Penanggulangan Bencana  Pelaksana usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

Aceh (BPBA) penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi, pelaksanaan penanggulangan
bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca
bencana.

10 Dinas PUPR Kota B.Aceh Melaksanakan tugas dibidang operasional dan pemeliharaan sarana pengendalian
banjir, pemeliharaan bangunan air , melaksanakan pengawasan dan pengendalian di
bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan perizinan pemanfaatan ruang
sesuai peraturan

11  DLH Kab. Aceh Besar Pelaksanaan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan
dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan

12 PDAM (Tirta Daroy, Banda Aceh) = Memberikan pelayanan dibidang penyediaan air bersih, memberikan penyuluhan dan
pembinaan kepada masyarakat dalam penanganan jaringan instalasi air bersih.

13  PDAM (Tirta Montala, Aceh Meningkatan kualitas dan cakupan pelayanan, optimalisasi sistem operasional produksi

Besar) dan distribusi air bersih.

14  Perguruan Tinggi Memberi masukan berdasarkan hasil kajian dan riset para peneliti dan tenaga ahli teknis.

15  Forum DAS Krueng Aceh Fasilitator para pihak dalam pengelolaan DAS Krueng Aceh secara terpadu, pencegahan
konflik pengelolaan DAS Krueng Aceh, memberikan arahan penyusunan rancangan
kebijakan DAS , monitoring dan evaluasi kebijakan pelaksanaan konservasi DAS wilayah
hulu sampai hilir

16 KTH Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan

17 JKMA Memperkuat pengetahuan dan kemampuan masyarakat adat untuk melakukan
pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan
lingkungan hidup.

18 LSM Inisiator dan supporting ,mediator dan evaluator kegiatan dan kerjasama.

19 Masyarakat Menjaga lingkungan ,melaksanakan program dan meningkatakan kapasitas

20 Dunia Usaha (Swasta) Melakukan kegiatan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan dalam waktu

tertentu jika diperlukan memberi kontribusi materi terhadap kegiatan pengelolaan DAS.
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Tabel 4. Tabel Penafsiran Pengaruh & Kepentingan Stakeholders

Pengaruh Jumlah Kepentingan Jumlah
No Stakeholders P1 P2 P3 P4 P5 (X) KL K2 K3 K& K5 (V)
1 BPDAS HL 5 4 4 4 4 21 5 5 5 3 3 21
2 BWS 5 5 4 4 4 22 5 5 5 4 4 23
3 Bappeda 4 3 3 3 4 17 5 5 5 3 3 21
4 DLHK 5 3 4 4 4 20 5 5 5 2 2 19
5 KPH 3 2 3 3 4 15 3 4 3 2 3 15
6 Dinas Pengairan 4 4 4 4 4 20 5 5 5 4 4 23
7 Dinas Pertanian 3 2 4 4 4 17 2 3 2 2 3 12
8 Dinas PUPR 4 2 4 3 4 17 5 5 4 3 3 20
9 BPBA 2 1 3 2 3 11 2 4 2 2 2 12
10 Dinas PUPR Kota B.Aceh 2 2 3 4 4 15 3 4 2 2 2 13
11  Dinas LH Aceh Besar 3 2 3 3 3 14 3 4 2 1 2 12
12 PDAM Tirta Daroy 1 2 4 3 3 13 2 3 1 2 3 11
13 PDAM Tirta Montala 2 2 4 3 2 13 2 4 1 2 3 12
14  Perguruan Tinggi 3 1 5 4 5 18 3 3 1 3 2 12
15 Forum DAS Kr Aceh 3 1 4 3 4 15 4 4 3 2 3 16
16 KTH 2 1 3 3 2 11 4 4 1 1 3 13
17  JKMA 1 1 3 3 4 12 2 4 1 3 3 13
18 LSM 3 2 4 4 4 17 3 3 1 3 1 11
19  Masyarakat 1 1 2 4 4 12 4 5 1 1 3 14
20 Swasta 1 1 3 4 3 12 1 3 1 1 1 7
Keterangan : 5 = Sangat Tinggi, 4 = Tinggi, 3 = Cukup Tinggi, 2 = Kurang Tinggi, 1 = Rendah

P1 = Pengaruh stakeholders dalam pengelolaan DAS K1 = Keterlibatan stakeholders

P2 = Kontribusi anggaran dan fasilitas stakeholders K2 = Manfaat keberadaan stakeholders

P3 = Kapasitas kelembagaan/SDM stakeholders K3 = Kewenangan stakeholders

P4 = Tingkat ketergantungan stakeholders K4 = Program stakeholders

P5 = Intensitas stakeholders bekerjasama dengan

pihak lain K5 = Dampak program stakeholders

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2021)
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Keterangan:
1. BPDASHL 8. Dinas PUPR 15.  Forum DAS Kr Aceh
2.  BWS Sumatera I 9. BPBA 16. KTH
3. Bappeda 10. Dinas PUPR B.Aceh 17. JKMA
4. DLHK 11. Dinas LH Aceh Besar 18. LSM
5. KPH 12. PDAM Tirta Daroy 19. Masyarakat
6. Dinas Pengairan 13. PDAM Tirta Montala 20. Swasta
7. Dinas Pertanian 14. Perguruan Tinggi

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2021)
Gambar 3. Matrik Klasifikasi Stakeholders
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Klasifikasi stakeholders yang dilakukan dengan
penafsiran matriks pengaruh dan kepentingan
berdasarkan jawaban dari pertanyaan menghasilkan
data pada Tabel. 4, kemudian data tersebut menjadi
koordinat yang menempatkan posisi stakeholders
dalam 4 kuadran. Dari klasifikasi tersebut diketahui
bahwa instansi Pemerintah mendominasi stakeholders
yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi
dalam pengelolaan DAS, hal ini karena instansi
Pemerintah memiliki banyak aturan yang dikeluarkan
dan kegiatan yang dilaksanakan. Kartodiharjo (2017)
menyatakan Pemerintah dengan kewenangan dapat
mengubah hak dan distribusi biaya dan manfaat yang
dihadapi oleh stakeholders lain baik kelompok maupun
individu Di samping itu Pemerintah biasanya juga
sekaligus sebagai penguasa, dalam tingkatan tertentu
sebagai pemilik sumberdaya alam dan pihak yang
mewakili kepentingan publik. Hasil mapping
berdasarkan pengaruh dan kepentingan yang terbagi
ke dalam 4 kuadran dengan berbagai jenis golongan
adalah sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar. 3.

1. Subject yaitu stakeholders yang paling aktif dalam
pengelolaan karena mereka mempunyai pengaruh
dan kepentingan yang tinggi namun tidak memiliki
kewenangan.( High Interest — Low Power ). Adapun
stakeholders yang masuk golongan ini diantaranya
adalah masyarakat , Jaringan masyarakat adat

(JKMA), dan Kelompok Tani Hutan (KTH). Posisi

stakeholders ini sebenarnya merupakan posisi yang
tepat untuk tercapainya kegiatan pengelolaan DAS
karena masyarakat baik individu maupun
kelompok memiliki kepentingan yang tinggi
terhadap DAS baik untuk pemenuhan kebutuhan
hidup maupun peningkatan kesejahteraan,
meskipun terkadang dilapangan tidak berlangsung
demikian, masyarakat cenderung dijadikan sebagai
objek, hampir senantiasa terdapat gap antara hasil
pelaksanaan kegiatan dengan apa yang dibutuhkan
masyarakat. (Kartodiharjo, 2017). Jika output
program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok
sasaran maka jelas outputnya tidak dapat
dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program
tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas
yang disyaratkan oleh program maka organisasinya
tidak dapat menyampaikan output program dengan
tepat. (Akib, 2010). Jaringan Komunitas
Masyarakat Adat (JKMA) sebagai lembaga
independen memiliki kapasitas untuk memantau
kondisi dan pengelolaan DAS namun Kkarena
mereka tidak memiliki pengaruh, maka apa yang
mereka sampaikan cenderung hanya dianggap
sebagai masukan dan belum tentu ditindaklanjuti,
padahal apa yang mereka sampaikan itulah yang
perlu disahuti karena mereka berada dilokasi dan
mengetahui kondisi yang sebenarnya. Nugroho, S.P

(2003) menyatakan pembangunan yang selama ini

dilaksanakan telah mengabaikan kearifan lokal

(indigenous knowledge) serta terlalu sentralistik
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(top down). Akibat kurangnya adopsi kearifan lokal
dalam mengelola sumberdaya alam menyebabkan
kerusakan semakin parah.

2. Key Player adalah stakeholders yang mempunyai
kepentingan yang tinggi sekaligus mempunyai
sumber daya untuk melaksanakan kegiatan mulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga
pemantauan dan evaluasi, yang termasuk dalam
golongan ini diantaranya BPDAS HL, BWS,
Bappeda, DLHK, Dinas Pengairan, Dinas PUPR,
Forum DAS, dan KPH. Stakeholders dalam golongan
ini merupakan instansi yang memiliki wewenang
dan anggaran untuk melakukan kegiatan namun
terjadi perbedaan pandangan terkait penetapan
wilayah dan jenis kegiatan, karena instansi tersebut
berpedoman pada regulasinya masing-masing,
sebuah DAS menurut BPDAS HL adalah sebagai satu
kesatuan wilayah pengelolaan sementara menurut
BWS, dan Dinas Pengairan DAS merupakan bagian
dari wilayah sungai (WS) yang didalamnya terdiri
beberapa DAS. Perbedaan inilah yang acap kali
menjadi pemicu  terhambatnya kegiatan
pengelolaan DAS. Kartodiharjo (2017) menyatakan
di tingkat provinsi regulasi nasional cenderung
mengikat kuat yang harus dipikirkan oleh
pelaksana kebijakan atau kepala satuan kerja
pelaksana daerah (SKPD) dalam menjalankan
program kerja dan rencana kerja. Forum DAS
meskipun tidak memiliki wewenang dan anggaran
menjadi bagian dari Key Player karena sebagai
forum yang dibentuk berdasarkan surat keputusan
Gubernur memiliki mandat yang kuat untuk
memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan
para pihak untuk keterpaduan dan pencegahan
konflik pengelolaan DAS Krueng Aceh . Peran
Forum DAS ini diharapkan secara bertahap akan
menjadi peran TKPDAS-T secara mandiri seperti
tertera dalam Qanun pengelolaan DAS.

3. Crowd adalah stakeholders yang memiliki sedikit
pengaruh dan kepentingan, yang termasuk dalam
golongan ini diantaranya : BPBA, dan pihak swasta.
BPBA sebagai penanggung jawab penanggulangan
bencana sebenarnya punya peran besar untuk
mitigasi bencana seperti tanah longsor dan banjir
akibat kerusakan wilayah hulu DAS namun
kenyataannya BPBA lebih banyak memiliki
kegiatan saat bencana terjadi dan masa darurat
setelahnya, sehingga pengaruh dan
kepentingannya tidak terlalu signifikan. Sementara
itu pihak swasta atau dunia usaha cenderung
mengikuti regulasi Pemerintah dan menunggu apa
yang diprogramkan oleh Pemerintah, apabila dalam
program tersebut mereka diminta untuk terlibat
maka mereka mungkin akan ikut terlibat.
Keterlibatan tersebut biasanya merupakan bagian
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dari kewajiban mereka untuk menjalankan
program Corporate Social Responsibility (CSR) .

4. Context Setter adalah stakeholders yang memiliki
pengaruh tinggi tetapi sedikit kepentingan, yang
termasuk dalam golongan ini diantaranya
Perguruan Tinggi, LSM,dan Dinas Pertanian, PDAM
Tirta Daroy (Banda Aceh), PDAM Tirta Montala
(Aceh Besar). Perguruan Tinggi dan LSM memiliki
banyak sumber daya ahli yang ilmu dan
pandangannya dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan dalam pengelolaan DAS , para ahli ini
tidak memiliki kepentingan apapun kecuali bila
dilibatkan dalam program dan kegiatan. Demikian
juga halnya dengan Dinas Pertanian tidak memiliki
kepentingan langsung dengan pengelolaan DAS
karena lebih fokus pada kegiatan terkait prasarana
dan sarana tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan penyuluhan namun untuk
menunjang kegiatan pertanian kebijakannnya
dapat mempengaruhi pengelolaan DAS . Sementara
itu PDAM baik di Kota Banda Aceh maupun di
Kabupaten Aceh Besar kepentingannya terhadap
DAS Krueng Aceh adalah tersedianya air baku
untuk diproduksi menjadi air bersih dan layak
konsumsi, untuk memenuhi hal ini mereka perlu
memelihara koordinasi dan komunikasi dengan
pihak berwenang pengelola sumber daya air dalam
hal ini BWS Sumatera 1 dan Dinas Pengairan untuk
memastikan kondisi infrastruktur penunjang bagi
ketersediaan air baku. PDAM sebenarnya akan
memberikan pengaruh yang besar terhadap
pengelolaan DAS apabila konsep imbal jasa
lingkungan seperti Payment for Ecosystem Services
(PES) dapat dijalankan, maksudnya adalah
kesediaan PDAM memberi kontribusi kepada para
pihak yang menjaga kelestarian hulu DAS dan tidak
mengubah peruntukan lahan yang berpengaruh
terhadap ketersediaan dan kualitas air di hilir dapat
mendorong masyarakat dan kelompok masyarakat
untuk menjaganya dengan lebih baik dan
memperoleh imbal balik manfaat secara ekonomi.

3.3. Implementasi Pengelolaan DAS

Hasil analisis yang dideskripsikan berdasarkan
empat faktor/ variabel George C Edward III yaitu ;
Faktor komunikasi, Faktor sumberdaya, Faktor sikap /
kecendrungan (Disposisi), dan Struktur birokrasi pada
implementasi pengelolaan DAS Krueng Aceh,
berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholders
adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi antar stakeholders pemerintah
sebenarnya bukan merupakan hal yang menjadi
hambatan, hal ini didasari atas kesamaan latar
belakang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dimana
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setiap instansi pemerintah daerah di Aceh memiliki
tupoksi melaksanakan koordinasi dengan instansi dan
atau lembaga terkait lainnya, tupoksi tersebut
seharusnya menjadikan komunikasi dan koordinasi
antar stakeholders lebih baik, dimana upaya organisasi
untuk mengamankan tingkat koordinasi yang
memadai akan dapat mencapai tujuan akhir kebijakan
sumber daya alam dan lingkungan. (Kartodiharjo,
2017). Namun kenyataanya dalam pengelolaan DAS
Krueng Aceh komunikasi dan koordinasi yang terjadi
antar stakeholders baik Pemerintah maupun Non
Pemerintah cenderung lemah dan memiliki banyak
ketidaksepahaman tujuan seperti dengan lembaga
sosial masyarakat (LSM) maupun dengan masyarakat.
Kondisi ini harus disikapi oleh Bappeda Aceh sebagai
leading sektor pengelolaan DAS agar segera
menjalankan perintah Qanun dengan memaksimalkan
fungsi TKPDAS-T sebagaimana disebutkan dalam Pasal
12 point c¢ yakni membantu mengintegrasikan
kebijakan, program dan kegiatan serta penyelesaian
konflik antar pemangku kepentingan di dalam DAS.

2.  Sumberdaya (Resources)

Sumber daya  merupakan faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan dengan
empat komponen pendukung yaitu staf, informasi,
kewenangan, dan fasilitas (Anggaran) yang memadai.
Untuk sumberdaya manusia (staf) pengelolaan DAS
Krueng Aceh memiliki jumlah yang cukup bahkan lebih
dari yang dibutuhkan, stakeholders pemerintah dari
lintas instansi memiliki banyak tenaga lapangan dari
berbagai multidisiplin seperti : Polisi Hutan (Polhut),
Pengamanan Hutan (Pamhut), Penyuluh Kehutanan,
Penyuluh Pertanian, juga dari luar pemerintah seperti
volunteer lembaga sosial masyarakat , masyarakat
sekitar DAS baik individu maupun kelompok yang
tergabung dalam kelompok tani hutan dapat
diberdayakan sesuai kapasitasnya. Hal ini seperti
tertera dalam Qanun pada Bab IX terkait peran serta
dan pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat
dapat berperan dan diberdayakan dalam pengelolaan
DAS dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan
kepada mereka terlebih dahulu. Faktor sumberdaya ini
memiliki peranan penting dalam implementasi
kebijakan, sejelas apapun aturan dan ketentuan yang
berlaku, bagaimanapun akuratnya komunikasi
(sosialisasi) atas ketentuan dan aturan tersebut, jika
para  pelaksana  yang  bertanggung  jawab
mengimplementasikan kebijakan kurang
berkompeten untuk melakukan pekerjaannya, maka
implementasi kebijakan tidak akan efektif (Edward III
dalam Nugroho, 2014:636). Input sumberdaya dapat
digunakan secara optimum jika dalam proses
pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan
terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil
kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengguna
kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan
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yang kondusif. (Akib, 2010). Pengelolaan DAS Krueng
Aceh memiliki banyak masukan informasi dan masalah
yang datang dari berbagai sumber, berupa data,
kondisi eksisting, dan konflik lapangan yang belum
diketahui secara pasti kebenarannya. TKPDAS-T
semestinya dapat menjadi pengelola informasi yang
tepat dan bertanggungjawab, teknologi dapat
digunakan untuk efektivitas mendapatkan informasi
sebagai dasar pengambilan keputusan atau melakukan
pemantauan, hal ini sesuai Qanun dalam pasal 20 ayat
1 dan 2 yakni; dimana TKPDAS-T diperintahkan untuk
mengembangkan sistem informasi pengelolaan DAS
terpadu. Informasi merupakan faktor penting untuk
meningkatkan kualitas keputusan agar strategi untuk
mencapai  hasil yang  diinginkan  tercapai.
(Kartodiharjo, 2017). Kewenangan pengelolaan DAS
Krueng Aceh dalam Qanun dijelaskan bahwa Gubernur
dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab
pengelolaan DAS membentuk TKPDAST yang
berkedudukan pada perangkat aceh penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan pembangunan
daerah yaitu Bappeda. TKPDAS-T telah dibentuk oleh
Bappeda, namun saat ini keberadaan TKPDAS-T belum
menunjukkan tanda bahwa kewenangan yang dimiliki
sudah sepenuhnya dijalankan, TKPDAS-T baru
merumuskan Kkebijakan operasional dan strategi
pengelolaan DAS, belum melakukan kewenangan
lainnya seperti melaksanakan koordinasi dan
konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan,
penyelesaian konflik antar pemangku kepentingan,
serta melaksanakan monitoring dan evaluasi,
demikian juga hal nya dengan anggaran, saat ini
TKPDAS-T belum memiliki anggaran yang dikelola
secara mandiri, jumlah anggaran yang tersedia masih
sangat terbatas dengan penggunaan yang diatur
berbasis kegiatan sesuai dengan ketentuan.

3. Sikap/Disposisi (Attitude / Disposition)

Menurut Edward III (dalam Nugroho, 2014:637),
disposisi ini merupakan kemauan,
keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan
untuk melaksanakan kebijakan secara sunguh-sunguh
sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat
diwujudkan. Berdasarkan buku Rencana Umum
Pengelolaan DAS Krueng Aceh yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Aceh dan BPDAS-HL, proses kegiatan dan
pembiayaan pengelolaan DAS didistribusikan kepada
masing-masing instansi sesuai tugas dan fungsinya
masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih. Hal
ini merupakan bentuk disposisi yang harus dijalankan
Stakeholders sebagaimana disebutkan dalam Qanun
pasal 13 ayat 1; Pengelolaan DAS terpadu
diselenggarakan berdasarkan Rencana Pengelolaan
DAS (RPDAS) terpadu pada masing-masing DAS atau
pada SWP DAS. Menurut pendapat Van Metter dan Van
Horn dalam Agustino (2006:162): “sikap penerimaan
atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat
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mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan
implementasi kebijakan publik. Stakeholders pengelola
DAS memiliki program dan penganggaran kegiatan
sebagaimana RPDAS Krueng Aceh namun sangat
terbatas, seperti dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan
dan Lahan (RHL) kegiatan hanya dirancang untuk
pembibitan, penanaman (P0) dengan masa
pemeliharaan 1 tahun (P1) hal ini dianggap sebagai
kegiatan yang tidak tuntas karena orientasi kegiatan
tidak sampai terwujud sampai bertumbuh kembang
menjadi hutan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan bagian dari proses yang ada
pada institusi yang menjadi jalan untuk terlaksananya
kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam
struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-
organisasi  swasta, institusi pendidikan dan
sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu
birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu
kebijakan tertentu. (Faisal, 2013). Pengelolaan DAS
secara struktur birokrasi telah memiliki komposisi
yang memadai, Bappeda sebagai perencana menyusun
program kegiatan berdasarkan informasi kondisi DAS
yakni biofisik, sosial ekonomi dan isu strategis lainnya.
Kemudian DLHK , KPH, Dinas Pengairan dan Dinas
PUPR sebagai implementor melaksanakan tugasnya
sesuai tupoksi masing-masing, DLHK, KPH pada hulu
DAS didukung oleh BPDAS untuk perlindungan dan
konservasi sumber daya alam serta rehabilitasi hutan,
Dinas Pengairan pada bagian tengah hingga hilir
dengan kegiatan teknis pengelolaan sumber daya air.
Dinas PUPR bersama Bappeda melakukan evaluasi
terkait kesesuaian tata ruang. Berdasarkan komposisi
ini pengelolaan DAS sebagai kebijakan pengelolaan
sumber daya alam telah memiliki instrumen
manajemen (perencanaan, pengorganisasian, aktivitas
pengawasan) dalam wilayah pengelolaan sumber daya
alam yang melampaui unit usaha yang dilakukan oleh
sektor - sektor. (Kartodiharjo, 2017). Namun dalam
struktur pengelolaan ini terdapat struktur vertikal
(pusat) dan horizontal (daerah), perbedaan inilah yang
menjadi hambatan dalam mengimplementasikan
kebijakan sehingga keterpaduan dalam pengelolaan
DAS belum sepenuhnya terwujud. Seluruh stakeholders
harus dapat bekerjasama secara kondusif, ketika
struktur  birokrasi  tidak  kondusif terhadap
implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan
menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat
jalannya pelaksanaan kebijakan. (Faisal,2013).

Dalam implementasi kebijakan, ada satu hal yang
paling penting ditambahkan, yaitu diskresi atau ruang
gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk
memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas
wewenangnya, apabila menghadapi situasi khusus
ketika kebijakan tidak mengatur atau berbeda dengan
kondisi lapangan (Dwidjowijoto, 2006).
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4. Kesimpulan

Hasil pengamatan perubahan tutupan lahan pada
DAS Krueng Aceh dalam 10 tahun terakhir
menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi perubahan
akibat dari perambahan dan alih fungsi penggunaan
lahan, perubahan yang sangat signifikan terjadi pada
tahun 2020 yaitu pengurangan luas pada hutan lahan
kering sekunder, lahan pertanian Kkering, sawabh,
tambak dan penambahan luas pada tanah terbuka dan
pemukiman. Perubahan ini berdampak terhadap
peningkatan debit air sungai dan perluasan wilayah
terjadinya banjir. Berdasarkan PP No.37 Tahun 2012
dan Qanun No 7 Tahun 2018, beberapa hal pokok yang
menjadi dasar kegiatan pengelolan DAS adalah ;
peningkatan daya dukung DAS, pengelolaan sumber
daya air, penataan ruang, dan pemanfaatan sumber
daya alam. Bila dilihat dari hasil analisis kondisi
biofisik DAS Krueng Aceh beberapa hal pokok yang
menjadi dasar kegiatan pengelolan DAS dalam PP dan
Qanun belum berjalan maksimal,

Terdapat 20 stakeholders yang terlibat dalam
pengelolaan DAS Krueng Aceh, stakeholders
pemerintah umumnya masuk dalam kategori key
player yang mempunyai kepentingan yang tinggi
sekaligus mempunyai sumber daya untuk
melaksanakan kegiatan, yang termasuk dalam
golongan ini diantaranya : BPDAS HL, BWS Sumatera 1,
Bappeda, DLHK, Dinas Pengairan, Dinas PUPR, Forum
DAS, dan KPH. Sementara stakeholders diluar
pemerintah masuk dalam berbagai kategori lain yakni
Subject, Crowd dan Context Setter. TKPDAS-T sebagai
lembaga yang berwenang dalam memimpin
pengelolaan DAS secara terpadu belum berjalan
sebagaimana yang diharapkan. TKPDAS-T baru
merumuskan Kkebijakan operasional dan strategi
pengelolaan DAS, belum melaksanakan kewenangan
lainnya.

Saran

Untuk mewujudkan pengelolaan DAS secara
terpadu sesuai perintah Qanun, TKPDAS-T harus
sesegera mungkin difungsikan secara maksimal sesuai
kewenangan. Hal prioritas dalam pengelolaan DAS
seperti kelestarian hutan dan pemanfaatan ruang perlu
dipertegas dengan proses penegakan hukum terhadap
pembalakan liar dan kebakaran hutan, penertiban izin
pembangunan sesuai tata ruang dan untuk
pengelolaan sumber daya air perlu ditingkatkan
koordinasi dan persamaan persepsi terkait wilayah
pengelolaan agar kegiatan fisik baik pembangunan
maupun pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan DAS.

Untuk tujuan pengelolaan DAS hendaknya
program dan penganggaran disusun secara berjangka
sampai kegiatan tersebut terlaksana dengan tuntas
dan bermanfaat sesuai sasaran sehingga hasil yang
diharapkan untuk mempertahankan kelestarian DAS
tercapai, dibarengi dengan peningkatan kapasitas
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pelaksana kegiatan dan kegiatan monitoring dengan
metode yang lebih baik.
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